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ABSTRAK

Prinsip Pendidikan sebagai hak asasi manusia menjadi
landasan penting dalam setiap upaya pembangunan sosial. Setiap
individu, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) mempunyai
hak untuk memperoleh Pendidikan yang berkualitas tanpa
diskriminasi. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus,
teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, studi literatur
untuk meneliti pemenuhan hak pendidikan bagi anak
berkebutuhan khusus di sekolah dasar dalam perspektif Pancasila.
Peneliti menemukan beberapa tantangan yang menghambat
terciptanya belajar inklusif, diantaranya: (1) ketidakpahaman
tenaga pendidik terhadap peserta didik berkebutuhan khusus; (2)
keterbatasan fasilitas; dan (3) stigma sosial. Untuk mengatasi

permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang lebih serius, yaitu
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dengan menerapkan implementasi sila kelima pancasila dalam
pendidikan, seperti ketersediaan sarana dan prasarana, kesiapan
guru dalam menyelenggarakan pembelajaran yang inklusif, peran
serta orang tua dan masyarakat, dan evaluasi program pendidikan
inklusif.

Kata kunci: anak berkebutuhan khusus, hak Pendidikan, keadilan
sosial, dan sekolah dasar inklusi.

PENDAHULUAN

Prinsip Pendidikan sebagai hak asasi manusia menjadi landasan penting dalam setiap
Upaya Pembangunan sosial. Setiap individu, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK)
mempunyai hak untuk memperoleh Pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Sekolah
inklusi adalah strategi untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan layanan tanpa
diskriminasi, baik bagi peserta didik berkebutuhan khusus maupun peserta didik pada
umumnya, sehingga semua peserta didik dapat memperoleh kesempatan belajar yang setara
(Wijaya et al., 2023). Bersumber pada angka statistik tahun 2021, tingkatan anak berkebutuhan
khusus usia 5-19 tahun yaitu 3,3%. Sedangkan, total populasi pada usia tersebut adalah 66,6 juta
jiwa. Maka, jumlah anak usia 5-19 tahun yang berkebutuhan khusus sekitar 2.197.833 (Usup et
al., 2023). Data kemdikbud per agustus 2021 mengatakan bahwa jumlah peserta didik yang
bersekolah di inklusi sebanyak 269.398 anak. Dengan demikian, jumlah persentase ABK yang
mengikuti Pendidikan formal hanya 12,26% artinya masih sangat sedikit dari jumlah yang
seharusnya dilayani (Kalalo et al., 2022). Data tersebut menunjukkan bahwa di lapangan anak
berkebutuhan khusus sering menghadapi berbagai tantangan yang menghalangi mereka untuk
mengakses pendidikan yang layak. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang
terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Berdasarkan data yang didapat melalui laman www.ditpsd.kemdikbud.go.id didapat

informasi pada tahun 2021 anak di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi (SPPPI)
jenjang pendidikan SD sebanyak 17.134 peserta didik dengan persentase jenis kekhususan yang
beragam, jumlah terbanyak ada pada anak dengan kesulitan belajar sebanyak 33,80%, anak
dengan tuna netra sebanyak 16,13%, anak dengan hiperaktif sebanyak 7,65% yang kemudian

disusul dengan berbagai kekhususan lainnya.
Persentase Jenis Kebutuhan Khusus di SPPP1 Jenjang SD

Sumber Dapodik Cut 0f Septomber 2021

Gambar 1.

Persentase SPPPI 2021
Sumber: www.ditpsd.kemdikbud.go.id
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Anak berkebutuhan khusus mempunyai kebutuhan pendidikan yang berbeda
dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Mereka memerlukan akomodasi khusus,
fasilitas pendukung, dan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka
(Tarnoto Nissa, 2016). Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, anak berkebutuhan khusus
dapat mengalami kesulitan dalam mengembangkan potensi diri dan prestasi akademiknya
dapat terhambat (Fakhiratunnisa et al., 2022). Oleh karena itu, Pendidikan inklusif sangat penting
untuk memastikan bahwa sistem Pendidikan mampu menerima dan melayani semua anak,
termasuk mereka yang berkebutuhan khusus.

Menurut (Aslan, 2017) pendidikan inklusif adalah suatu sistem pendidikan yang
mengakomodasi peserta didik dengan batasan-batasan tertentu bersama dengan peserta didik
lainnya, tanpa membedakan batasan yang dimiliki. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang
tidak diskriminatif dengan memberikan layanan terhadap semua peserta didik tanpa
memandang kondisi fisik, mental intelektual, sosial emosi, ekonomi, jenis kelamin, suku, budaya
tempat tinggal, bahasa dan sebagainya (Haryati et al., 2020). Pendidikan inklusif tidak hanya
memberi kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk belajar bersama teman
sebayanya, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung bagi seluruh peserta didik
untuk berkembang. Melalui pendidikan inklusif ABK dapat berinteraksi dengan guru dan teman
sebaya yang membantu meningkatkan keterampilan sosial, rasa percaya diri, dan partisipasi aktif
dalam pembelajaran. peserta didik lain dapat memahami, menghormati, dan menerima
perbedaan dalam pengalaman belajar mereka. Pendidikan inklusif menciptakan komunitas
sekolah yang adil dan setara, di mana tidak ada diskriminasi terhadap ABK (Asiva Noor
Rachmayani, 2015).

Hak pendidikan anak berkebutuhan khusus yang menekankan pada sila kelima pancasila
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia menjadi landasan penting untuk menciptakan
pendidikan yang inklusif (Fakhiratunnisa et al., 2022). Sila tersebut menuntut kita untuk
menjamin bahwa setiap anak tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang setara untuk
mendapatkan pendidikan yang bermutu. Undang-undang Indonesia Nomor 8 Tahun 2016
menjamin keterbukaan bagi anak berkebutuhan khusus, memberikan dasar hukum yang kokoh
untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk ABK memiliki hak yang sama di mata
hukum dan hak asasi manusia (Wangkar, 2023).Meskipun terdapat kerangka hukum dan
kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif, namun masih terdapat banyak tantangan di
lapangan. Tantangan-tantangan tersebut antara lain: banyaknya sekolah yang belum memiliki
fasilitas yang memadai untuk mendukung ABK, seperti aksesibilitas dan bahan ajar yang sesuai;
ABK sering menghadapi stigma sosial yang menghambat integrasi mereka di lingkungan
sekolah; serta banyaknya guru yang belum terlatih secara memadai dalam mengajar peserta
didik berkebutuhan khusus, sehingga mereka kesulitan menerapkan metode pengajaran yang
inklusif (Eka et al., 2024).

Pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan mengamalkan sila kelima
pancasila dapat memberikan dampak positif. Sila tersebut menekankan bahwa setiap individu
tanpa pengecualian berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan
berkualitas (Triyanto & Permatasari, 2016). Anak berkebutuhan khusus sering menghadapi
tantangan dalam fasilitas dan pendekatan pembelajaran, yang dapat menghambat pencapaian
potensi akademiknya. Oleh karena itu, guru, orang tua, dan masyarakat memiliki tanggung
jawab bersama untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif. Pendidikan inklusif tidak
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hanya melibatkan penyediaan fasilitas khusus, seperti alat bantu belajar, tetapi juga kesiapan
guru dalam menyelenggarakan pembelajaran yang ramah ABK. Selain itu, dukungan dari teman
sebaya merupakan hal yang penting untuk memahami dan menerima perbedaan anak
berkebutuhan khusus untuk menunjang proses pembelajaran (Simamora et al., 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas disusun penelitian berjudul Pemenuhan Hak Pendidikan
Anak Berkebutuhan Khusus: Memaknai Sila Kelima Pancasila di Sekolah Dasar. Permasalahan
penelitian ini adalah (1) keterbatasan fasilitas menjadi salah satu hambatan utama dalam
mewujudkan pendidikan inklusif yang adil. (2) ketidakpahaman tenaga pendidik terhadap
kebutuhan individu peserta didik terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan (3)
akses pendidikan yang tidak setara. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mewujudkan keadilan
sosial dalam pendidikan, serta dapat memberikan landasan bagi koordinasi yang lebih erat
antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan
bagi anak berkebutuhan khusus. Implikasi kebijakan dari penelitian ini mencakup kebutuhan
pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan peningkatan fasilitas yang memadai. Langkah-
langkah tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pemenuhan hak pendidikan bagi anak
berkebutuhan khusus sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan
metode penelitian yang intensif, terperinci dan berfokus pada pemahaman mendalam terhadap
suatu peristiwa (Hendrawati, 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara, dan studi literatur. Dengan menggabungkan ketiga teknik ini, peneliti dapat
memperoleh data mengenai ketidaksetaraan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di
sekolah dasar. Penelitian dilaksanakan pada salah satu sekolah dasar di kabupaten boyolali.
Subjek penelitiannya yaitu guru kelas, 2 peserta didik berkebutuhan khusus, dan 17 peserta didik
umum/regular kelas 5.

HASIL dan PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada salah satu SD di kabupaten
boyolali, terdapat masalah dimana peserta didik berkebutuhan khusus tidak mendapatkan
perhatian yang setara dari guru selama proses pembelajaran. Ketidaksetaraan ini menjadi
masalah penting yang dapat menghambat perkembangan potensi peserta didik berkebutuhan
khusus. Hal ini jelas bertentangan dengan sila kelima Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan sosial dalam sila kelima menekankan
bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Pendidikan inklusif yang
berkeadilan adalah usaha untuk memastikan setiap anak tanpa memandang latar belakang,
kemampuan, atau kebutuhan khusus, dapat mengakses pendidikan yang setara dan berkualitas.
Namun, pelaksanaan pendidikan inklusif menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan
fasilitas, kurangnya tenaga pendidik yang terlatih, dan pemahaman yang terbatas tentang
kebutuhan individu peserta didik. Selain itu, sikap serta budaya yang belum sepenuhnya
mendudkung keragaman di lingkungan sekolah sering menghambat terciptanya suasana belajar
yang inklusif. Terdapat beberapa tantangan yang menghambat terciptanya belajar inklusif
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diantaranya: (1) Ketidakpahaman tenaga pendidik terhadap peserta didik berkebutuhan khusus;
(2) Keterbatasan fasilitas; (3) Stigma sosial.

Pertama, keterbatasan fasilitas menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan
pendidikan inklusif yang adil. Seperti kurangnya media pembelajaran yang cocok untuk anak
berkebutuhan khusus, perabot dan peralatan pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi
serta fasilitas lain yang harus dimiliki oleh sekolah untuk mendukung dan mengembangkan
potensi peserta didik berkebutuhan khusus. Fasilitas yang mendukung pendidikan inklusif
seharusnya mencakup infrastuktur fisik dan teknologi yang ramah untuk semua peserta didik,
terutama bagi mereka yang berkebutuhan khusus (Sudjak, 2018). Namun, masih banyak sekolah
di Indonesia yang belum memiliki fasilitas dasar, seperti ramp atau jalur landau untuk pengguna
kursi roda, serta tanda petunjuk visual dan audio bagi peserta didik tunanetra atau tunarungu,
dan alat bantu belajar lainnya (Fakhiratunnisa et al., 2022). Kekurangan ini berdampak langsung
pada keterbatasan akses bagi peserta didik dengan disabilitas sehingga membatasi partisipasi
aktif mereka dalam kegiatan belajar. Selain itu, fasilitas teknologi yang mendukung pembelajaran
adaptif juga masih terbatas. Komputer dengan perangkat lunak khusus, alat bantu komunikasi
untuk peserta didik dengan kesulitan bicara, atau perangkat audio visual untuk meningkatkan
interaksi be;ajar masih jarang tersedia di sekolah-sekolah umum. Situasi ini terjadi karena
keterbatasan anggaran dan kurangnya kesadaran akan pentingnya fasilitas inklusif, sehingga
banyak sekolah kesulitan dalam mengalokasikan dana untuk fasilitas tersebut (Faozanudin & Sri
Sulistian, 2023). Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan dukungan dari pemerintah,
lembaga swasta, dan komunitas dalam menyediakan fasilitas yang memadai serta pelatihan bagi
pendidik untuk memanfaatkan fasilitas secara optimal.

Kedua, Ketidakpahaman tenaga pendidik terhadap kebutuhan individu peserta didik
terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus merupakan suatu tantangan dalam
mewujudkan pendidikan inklusif yang berkeadilan. Peneliti menemukan belum adanya guru
khusus dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah tersebut. Menurut
(Lisyawati et al., 2023) banyak tenaga pendidik yang belum memiliki pemahaman tentang
keberagaman kebutuhan peserta didik, baik dalam kemampuan kognitif, emosional, maupun
tisik. Hal ini membuat guru kelas kesulitan dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai
dengan kebutuhan setiap peserta didik terutama peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu,
masih banyak tenaga pendidik yang belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai
pendidikan inklusif, sehingga mereka kesulitan dalam menyesuaikan metode pembelajaran yang
efektif (Arista et al., 2022).

Solusi dalam mengatasi tantangan tersebut adalah dengan menerapkan: (1) menyediakan
pelatihan berkelanjutan mengenai pendidikan inklusif untuk memperdalam pemahaman
berbagai kebutuhan peserta didik (Rofiah et al., 2024); (2) menerapkan pendekatan
berdiferensiasi pembelajaran dengan menyusun materi dan strategi yang sesuai dengan gaya
belajar peserta didik (Maulidia & Prafitasari, 2023); (3) mendorong kolaborasi antar guru ahli
pendidikan khusus untuk mendapatkan panduan dalam mendukung peserta didik dengan
kebutuhan khusus (Yuliawanti, 2021); (4) memanfaatkan teknologi pembelajaran yang aksesibel
untuk membantu peserta didik dengan berbagai kebutuhan, seperti penggunaan perangkat
lunak dan aplikasi yang disesuaikan untuk mendukung belajar peserta didik berkebutuhan
khusus, seperti pembaca layer untuk peserta didik disabilitas visual atau aplikasi yang
memungkinkan pengaturan kecepatan belajar (Herlina et al., 2023). Dengan Solusi tersebut,
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diharapkan tenaga pendidik dapat memahami kebutuhan individu peserta didik serta
menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, adil, dan mendukung perkembangan
setiap peserta didik.

Ketiga, Pendidikan inklusif yang berkelanjutan bertujuan memastikan setiap anak
termasuk anak berkebutuhan khusus, memperoleh akses pendidikan yang setara dan bermakna.
Tantangan utama dalam mencapainya tidak hanya berasal dari sistem pendidikan, tetapi juga
dari stigma sosial dan sikap masyarakat yang kurang inklusif terhadap anak berkebutuhan
khusus. Sikap diskriminatif ini menghambat kolaborasi antara orang tua, guru, dan sekolah
dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Penelitian (Anggraini et al., 2019)
menunjukkan bahwa stigma sosial memperburuk kondisi anak berkebutuhan khusus sehingga
mereka merasa tidak diterima dan terabaikan dalam proses pendidikan. Lingkungan yang tidak
mendukung berakibat membatasi partisipasi mereka dalam proses pembelajaran dan
menghambat pengembangan potensi anak berkebutuhan khusus. Untuk mengatasi tantangan
tersebut, diperlukan upaya edukasi yang berkesinambungan agar masyarakat mengubah
persepsi dan sikap terhadap anak berkebutuhan khusus antara lain: (1) edukasi masyarakat
perlu digencarkan melalui kampanye inklusivitas yang menekankan pentingnya menghargai
keberagaman kemampuan, dan kebutuhan setiap anak (Saifuddin, 2019); (2) pelatihan bagi guru
dan staf sekolah perlu ditingkatkan supaya mereka lebih memahami stigma yang dihadapi oleh
anak berkebutuhan khusus (Jesslin & Kurniawati, 2020); (3) kolaborasi antara sekolah dan orang
tua perlu dibangun untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inklusi secara
berkelanjutan sehingga anak berkebutuhan khusus merasa diterima dalam proses pembelajaran
(Eka et al., 2024); (4) kebijakan pemerintah yang mendorong penghapusan stigma sosial melalui
regulasi yang memperkuat kegiatan inklusif di sekolah (Sholihah & Chrysoekamto, 2021). Hal
ini, dapat mendukung tercapainya pendidikan yang setara dan berkualitas bagi anak
berkebutuhan khusus.

Berbagai tantangan yang dihadapi oleh peserta didik berkebutuhan khusus dapat
menghambat perkembangan potensi dan pemenuhan hak pendidikan. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang lebih serius, yaitu dengan menerapkan
implementasi sila kelima Pancasila dalam pendidikan, seperti ketersediaan sarana dan prasarana,
kesiapan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran yang inklusif, Peran serta orang tua dan
Masyarakat, dan evaluasi program pendidikan inklusif.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang inklusif.

Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang inklusif, menjadi salah satu faktor
yang penting untuk mewujudkan pendidikan inklusi. Menurut (Nurfadhillah et al., 2022) Sarana
dan prasarana pembelajaran inklusif dirancang untuk dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh
seluruh peserta didik, tanpa terkecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus. Sarana dan
prasarana pembelajaran memiliki standar ketentuan minimum. Ketentuan minimum ini telah
ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
No. 24 Tahun 2007.

Kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media
pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta
perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah. Pada sisi prasarana, kriteria
minimumnya yaitu terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang
wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah. Di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, hal
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tersebut harus aksesibel bagi semua peserta didik khususnya ABK. Tujuan adalah menciptakan
lingkungan belajar yang inklusif, di mana semua peserta didik bisa belajar bersama tanpa ada
perbedaan perlakuan dan hambatan. (Saputro et al., 2022).

Kesiapan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran yang ramah ABK.

Undang-undang pendidikan menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan Pendidikan
yang sama. Implementasi kebijakan ini mengharuskan semua sekolah, termasuk guru, untuk
siap menerima dan mengajar peserta didik berkebutuhan khusus. Persepsi guru yang positif
terhadap peserta didik spesial ini akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan belajar
yang inklusif. Implementasi kurikulum yang heterogen merupakan suatu keharusan bagi guru
di sekolah inklusif untuk memastikan bahwa setiap peserta didik, termasuk ABK, dapat
mencapai potensi belajar maksimalnya. Terdapat beberapa langkah yang perlu disiapkan guru
dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi sebagai berikut: (1) perencanaan pembelajaran
disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dengan mengacu pada kurikulum yang
disesuaikan. (2) proses pembelajaran didasarkan pada kondisi dan kemampuan peserta didik
yang mengutamakan proses pembelajaran yang terbaik. (3) evaluasi meliputi penelitian
kemampuan dasar yang harus dikuasai sesuai standar pribadi dan evaluasi materi, (4) dalam
pengawasan pembelajaran, tidak hanya dilakukan oleh pihak sekolah namun orang tua dan
lingkungan masyarakat juga harus terlibat. (Dadang Garnida, 2015).

Peran serta orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan ABK.

Sebelum berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas, keluarga merupakan sekolah
pertama bagi anak. Keluarga mengajarkan anak tentang nilai-nilai kehidupan, norma sosial, dan
cara berinteraksi dengan orang lain. Orang tua adalah pengaruh besar terhadap berbagai
perkembangan anak, pembiasaan yang baik akan menanamkan kesan baik dan menciptakan hal
yang baik begitupun sebaliknya (Juniardi et al., 2021). (Temo & Marlina, 2019) menyatakan
bahwa terdapat salah satu tipe pola asuh yang menunjukkan perubahan signifikan terhadap
sikap sosial anak yaitu tipe pola asuh Authoritative yang dalam prosesnya mengedepankan
komunikasi antara orang tua dengan anak. Komunikasi yang berkualitas antara orang tua dan
anak, dapat membentuk kepribadian sosial anak. Dengan memberikan perhatian penuh,
mendengarkan, dan mendukung minat anak, orang tua dapat menciptakan lingkungan yang
kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal.

Selain peran orang tua, masyarakat juga memiliki peran yang tak kalah penting dalam
mendukung pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun
2003 Pasal 9 menyatakan bahwa “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya
dalam penyelenggaraan pendidikan”. Partisipasi Masyarakat dalam mendukung pelaksanaan
pendidikan inklusif untuk peserta didik berkebutuhan khusus meliputi beberapa aspek, antara
lain: a) menyampaikan usulan atau masukan terkait inisiatif pendidikan inklusif, baik secara
langsung maupun melalui lembaga terkait; b) terlibat dalam diskusi untuk menetapkan program
sekolah yang dianggap sesuai dan bermanfaat bagi anak berkebutuhan khusus; c) berkontribusi
dalam pelaksanaan Keputusan yang dihasilkan dari konsultasi yang dapat berupa dukungan
tenaga, bantuan finansial, maupun sumbangan material lainnya; d) berpartisipasi dalam
pemantauan pelaksanaan tugas bersama, termasuk memberi kritik dan saran; e) berkontribusi
dalam program yang sudah disepakati dan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaanya;
f) turut menikmati dan menjaga hasil dari kegiatan tersebut (Nuraeni et al., 2016).

Evaluasi program pendidikan inklusif.
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Proses evaluasi merupakan sebuah keharusan dalam pelaksanaan suatu program.
Evaluasi program pendidikan inklusif di sekolah dasar adalah upaya untuk memastikan
keberhasilan, pemenuhan kebutuhan, dan kesetaraan potensi bagi ABK untuk berkembang
dalam lingkungan yang inklusif. Maka dari itu, evaluasi perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi
perlu mencakup praktik yang konkret dan spesifik untuk memberikan informasi serta data untuk
sekolah dalam memperbaiki program inklusi dan mendukung kesetaraan bagi semua peserta
didik. Terdapat beberapa cara untuk melakukan evaluasi peogram Pendidikan inklusif seperti:
observasi kelas inklusi, survei, wawancara dengan guru, konsultasi dengan guru inklusi, dan
pengukuran hasil belajar siswa. Hasil evaluasi program dapat mencakup analisis terhadap
berbagai aspek program pendidikan inklusi, seperti keberhasilan mencapai tujuan program,
efektivitas metode pembelajaran inklusi, partisipasi peserta, dukungan orang tua, dan
ketersediaan sumber daya (Safitri & Hijriyani, 2021). Data hasil evaluasi program dapat disajikan
berupa bentuk statistik, grafik, dan narasi dengan tujuan memberikan gambaran yang
komprehensif (Utama, 2021).

KESIMPULAN

Pemenuhan hak bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) disekolah dasar dalam konteks
keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila belum sepenuhnya
terwujud. Meskipun ada berbagai kebijakan yang mendukung Pendidikan inklusif,
kenyataannya masih masih banyak tantangan yang dihadapi. Tantangan utama meliputi
kurangnya fasilitas Pendidikan yang inklusif, terbatasnya pelatihan bagi tenaga pendidik, serta
stigma sosial yang masih tinggi terhadap ABK. Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia
memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, orang tua, dan
masyarakat, untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan adil bagi seluruh
peserta didik.
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